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Abstrak
 

Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia selalu mengalami perkembangan seiring dengan

pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan arus urbanisasi dari desa ke

kota-kota besar yang mengakibatkan berkurangnya lahan untuk tempat hunian dan permukiman. Di kota-

kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung dan Medan untuk mencari tempat hunian yang

aman dan nyaman sesuai Tata Ruang Kota sudah mengalami banyak kesulitan yang pada akhirnya penataan

tempat hunian dan perumahan menjadi masalah besar dalam perencanaan pembangunan kawasan perkotaan.

Untuk mengatasi kelangkaan tanah permukiman maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-

undangan tentang Rumah Susun yaitu UU No.16 Tahun 1985. UU Rumah Susun merupakan salah satu

alternatif untuk mengatasi masalah penyediaan lahan permukiman dengan bentuk bangunan gedung

bertingkat dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tentang perumahan. Pemerintah

melalui melalui UU No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman memberi kesempatan kepada

Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta untuk ikut aktif membantu pemerintah dalam

pembangunan perumahan. Dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang

Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik telah memberikan kesempatan yang lebih luas dan dasar hukum

yang kuat bagi penyediaan hunian dengan sistem sewa menyewa. Pemerintah DKI sebagai

penanggungjawab terhadap penyediaan sarana Perumahan yang layak bagi masyarakat telah berusaha untuk

mewujudkannya melalui pembangunan Rumah Susun di daerah-daerah kumuh yang terjangkau oleh

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah Daerah DKI juga membentuk Badan Usaha Badan

Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang properti dengan sistem sewa menyewa yang dikelola oleh

PT Pulo Mas Jaya. Kewenangan yang diberikan oleh Pemda DKI kepada PT Pula Mas Jaya sebagai Badan

Usaha menarik untuk dikaji secara hukum perihal perjanjian sewa menyewa antara Konsumen dengan PT

Pulo mas Jaya sebagai Badan Usaha. Perjanjian ini akan berakibat hukum terhadap hak dan-kewajiban yang

harus dilaksanakan oleh para pihak dan penyelesaian hukum yang dipakai untuk mengatasi permasalahan

yang timbul apabila perjanjian tersebut kemudian hari terjadi sengketa.
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